
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan
pelaksanaan kewenangan daerah, dipandang perlu
menciptakan sumber pendapatan asli daerah potensial yang
salah satunya dapat bersumber dari retribusi pelayanan pasar;

b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 23
Tahun 2005 tentang Retribusi Pasar perlu ditetapkan kembali
karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan
amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Mukomuko tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma
dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4266);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355 );

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );



5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta
pengawasan penyetorannya.

7. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Anggaran
berakhir.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan, pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan
merupakan retribusi.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan.



10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau Badan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat
yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retnbusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat
Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Nihil.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retnbusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retnbusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.

17. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPdORD
adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data
obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran
retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi
Daerah.

18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tubs, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah
yang terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan
Retribusi Daerah, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar, atau
surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Retribusi.

19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, atau terhadap pemotongan
atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

20. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang
maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran,
bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola
oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang.

21. Retribusi Pasar adalah Pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap
pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.

22. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa
halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah,
dan khusus disediakan untuk pedagang.



23. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding
keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.

24. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka
dan tanpa diding keliling yang digunakan untuk berjualan.

25. Pejabat/Petugas Pasar adalah pejabat/petugas dalam lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang ditunjuk atau ditugaskan oleh
Bupati.

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
pengaturan perundang-undangan retribusi daerah.

27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tinciak pidana dibidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Reribusi Pelayanan Pasar dipungut pembayaran Retribusi atas
Fasilitas dan jasa pelayanan Pasar.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana
berupa amparan (pelataran), los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan
khusus disediakan untuk pedagang.

(2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
pelayanan fasilitas yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas
penyediaan pelayanan Pasar.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.


